BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penerapan Teknologi Informasi (Tl) dalam sebuahamiggasi memiliki

tujuan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan bisrganisasi. Pengembangan
dan penerapan TI disesuaikan dengan jenis organdalam menjalankan
kegiatan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Penerggdarologi yang sesuai dan
selaras dengan kegiatan organisasi dalam mencgpanttersebut.

Lembaga Pemerintah sNon Departemen (LPND) merupdkamaga
pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi tertelatiam ruang lingkup bidang-
bidang departemen yang membawahinya. LPND memberir@ran dalam
memberikan arah kebijakan kepada pemerintah dielgeithidang. Setiap LPND
memiliki kewajiban-mendukung pemerintah dengan adankan tugas dan fungsi
yang telah ditetapkan.

Sebagai LPND di bidang riset dan teknologi, BadandgRajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan LPND yangdlaedabawah koordinasi
Kementerian Riset/dan Teknologi (Ristek).«\BPPT nfikmtugas pokok dan
fungsi (tupoksi) yang.berkaitan dengan riset d&mdigi. Dalam menjalankan
tupoksi tersebut-:BPPT .menyiapkan-kebutuhan-kebatyaag diperlukan, salah
satunya_adalah ‘infrastruktur Tl untuk membantu capai tujuan yang sudah
ditetapkan. Infrastruktur Tl yang dibangun harupaiaberadaptasi disesuaikan
dengan perubahan kebutuhan strategis-organisdsasthuktur Tl yang adaptif
dapat diukur dari kecepatan.implementasi layanan, laampu mengakomodasi
peningkatan beban, dan kemudahan menambah kompanen

Alasan mengapa suatu organisasi membutuhkan infkast TI yang
adaptif , yaitu :

1. Perubahan yang lebih banyak terjadi di dunia bighisndingkan
dengan dunia teknologi informasi, sehingga mauktideau bisnis
harus dapat mengatasinya.

2. Banyaknya kemungkinan perkembangan yang tidak h&rlidan

kebutuhan bisnis yang kompetitif. Lingkungan dalaeomia bisnis
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tidak mentolerir infrastruktur yang kaku dan mah&hrena bisa jadi
ketika infrastruktur Tl sudah siap, momentum bissuslah terlewati
dan organisasi menjadi beberapa langkah tertinglgahndingkan
dengan pesaingnya.

Infrastruktur yang bersifat adaptif memungkinkaigasrsasi beradaptasi
dengan perubahan kebutuhan strategis organisagirgangkin terjadi, sehingga
dapat mengurangi atau bahkan menghindari risikeastfuktur yang tidak
terpakai atau harus diganti akibat tidak adaptihadap perubahan kebutuhan
organisasi. Selain itu, «<perancangan infrastruktuangy bersifat adaptif
memungkinkan<orgasisasi' dapat lebih memperkirakamngkatan penggunaan
(scale), adaptasi ddapt),  mengikuti perubahan cifange), dan kemampuan
berkembanggdiow) dalam menghadapi perubahan kebutuhan strateggsisasi
di masa yang akan_datang./Organisasi juga‘ lebih ilikerkecepatan dalam
implementasi layanan baru, kemudahan dalam menakdraponen baru, serta
kemampuan _dalam mengakomodasi peningkatan penggbeban. Hal tersebut
dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan &oerp oleh aplikasi secara
bersama, efektifitas pada interoperabilitas damegwasi«pada komponen, dan
fleksibilitas terhadap perubahan pada komponen-km@p sistem aplikasi yang
dapat mengurangi-kompleksitas.

Terdapat heberapa pendekatan dalam perancangastinktur Tl. Salah
satu | model dalam »perancangan infrastruktur adal&rvice-oriented
infrastructure (SOI)[‘”. SOl merupakan‘model-perancangan arsitektur inéretsir
yang berorientasi pada layanan, dimana sumberdayaesdaya infrastruktur
dapat dikonfigurasi sebagai suatu komputasimpute), penyimpanans{orage),
sertahardware dan software jaringan fetworking) untuk mendukung jalannya
aplikasi-aplikasi. SOl memfasilitasi penggunaanshera feuse) dan alokasi

dinamis sumberdaya-sumberdaya infrastruktur yapgrtlikan.

1.2 Perumusan Masalah

BPPT didirikan pada 21 Agustus 1978 melalui Surepitusan Presiden
No.25 tahun 1978, kemudian diperbarui dengan S{eputusan Presiden No.47
tahun 1991. BPPT merupakan salah satu LPND yaraglhati bawah koordinasi
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Kementerian Riset dan Teknologi, memiliki tugas @okmelaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapanol@i sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beB&keT juga memiliki visi
menjadi pusat unggulan teknologi yang mengutamaka@mitraan dan
pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimu

Fungsi yang diemban oleh BPPT yaitu :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dinigigpengkajian
dan penerapan teknologi.

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanagasBPPT.

3. Pemantauan; pembinaan .dan pelayanan terhadap dtegiatansi
pemerintah dan swasta di bidang pengkajian danrgeae teknologi
dalam rangka inovasi, difusi dan pengembangan Kapasserta
membina alth teknologi.

4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administmasm di
bidang perencanaan umum; ketatausahaan, orgadésasita laksana,
kepegawaian, 'keuangan,  kearsipan, persandian, ngkdpan dan
rumah tangga.

Kewenangan yang dimilikiioleh BPPT adalah :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bigangn

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukumgbpegunan
secara makro.

3. Penetapan sistem infarmasi di bidangnya.

4. Kewenangan lain-yang melekat dan telah dilaksanakanai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beylaitu :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dandid
pengkajian dan penerapan teknologi.
b. Pemberian  rekomendasi  penerapan  teknologi  dan

melaksanakan audit teknologi.
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BPPT juga memiliki misi dalam menjalankan tupoksinylisi BPPT
adalah :

1. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkaya dsaing

indusri.

2. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkalayaean

publik instansi pemerintah.

3. Memacu perekayasaan teknologi untuk kemandiriagdzn

Dalam menjalankan tupoksi, BPPT dipimpin oleh segr&epala dan
memiliki struktur organisasiszyang terdiri dari sabekretariat Utama (Setama),
yang terdiri dari enam-biro dan pusat, dan limaepedian, yang masing-masing
terdiri dari_ beberapa direktur dan dibantu dengelbebapa unit pelaksana teknis
atau balal. Balai-balai tersebut terletak di bepar&ota yaitu di Serpong
(Puspiptek), Lampung, Yogyakarta, Surabaya dan Bsarp Masing-masing unit
kerja dan balai memiliki tugas dan fungsi masingimg dalam menjalankan
program-program BPPT.

Untuk mencapai misinya BPPT memiliki beberapa paogrprioritas.
Salah satu program prioritas BPPT adalah Pengembadgn Implementasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologiindeasi dan komunikasi, baik
dalam. suatu aplikasi maupun infrastruktur T, dik&loleh Pusat Data, Informasi,
dan Standardisasi (PDIS) sebagai unit Thdi BPPT.

Aplikasi-aplikasi<di BPPT yang-ada saat ini belueniritegrasi, karena
masih ada unit kerja —unit kerja yang membangumdiseaplikasi-aplikasi untuk
kebutuhan unit Kerja tersebut. Infrastruktur T| gaada juga belum terintegrasi.
Kondisi infrastruktur TI BPPT saat ini baru terpudakantor Jalan M.H Thamrin
Jakarta saja. Balai-balai yang berlokasi di belzertgmpat, seperti di Serpong,
Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar, niemiliastruktur TI sendiri-
sendiri yang belum terintegrasi.

Saat ini BPPT sedang menyusun Master Plan, yang salah satu
kajiannya adalah merancang dan melakukan evalufaasiruktur Tl. Rancangan
infrastruktur Tl harus mengakomodir aplikasi-apfikayang selama ini masih

terpisah dan belum terintegrasi. Sehingga perluundiskan bagaimana
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membangun model infrastruktur Tl yang adaptif tddpaperubahan kebutuhan
strategis BPPT.

1.3 Batasan Masalah
Lingkup masalah pada penelitian ini adalah peragaaninfrastruktur

teknologi informasi di BPPT. Pembahasan penelitidnatasi pada proses-proses
bisnis Administrasi RutinRack Office) BPPT, berdasarkan dokumen-dokumen
yang didapatkan sampai dengan tahun 2008. Keluaaacangan meliputi

arsitektur sistem informasiy‘dan arsitektur infrakstur teknologi informasi.

1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang akan dicapal dari-penelitian ini adatabrancang model

infrastruktur teknologi informasi adaptif di BPPT.
Manfaat dari penelitian ini adalah :

« Adanya model infrastruktur _teknologi-informasi atibyang menjadi
acuan dalam' mengembangkan, mengimplementasikan, moargelola
infrastruktur teknologi informasi BPPT.

« Memberikan gambaran dan acuan kepada unit kerjait—karja dalam

menentukan standar pengembangan dan-implemenli&ksisap

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan.tesis ini dibagi menjadi livad, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusasalata
pembatasan masalah, tujuan masalah, tujuan dan aatanf
penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB 2 : LANDASAN TEORI
Menguraikan dan menjelaskan mengenai landasan yeom
digunakan yang berhubungan erat dengan pokok-plakalasan
berpikir, yang relevan dengan topik penyusunars tesj seperti

pengertian infrastruktur teknologi informasi, halklyang terkait
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dengan konsepservice-oriented infrastructure (SOIl), serta
metode-metode pendukung.

BAB 3 - METODOLOGI PENELITIAN
Berisi uraian mengenai metodologi penelitian yamnguakan
dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya alurirpgenelitian
dan kerangka berpikir yang digunakan pada penyust@sss ini.

BAB 4 . ARSITEKTUR DAN INFRASTRUKTUR Tl BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Berisi uraian. singkat mengenai profil BPPT, prodasnis
administrast rutin BPPT dan infrastruktur Tl saanelitian
dilakukan.

BAB 5 : PERANCANGAN ARSITEKTUR TI BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Berisi uraian' dan analisis perancangan arsitekekndlogi
informasi. Bab ini_akan:menghasilkan usulan modfhstruktur
teknologi pendukung.sistem infermasiimasa depanBPP

BAB 6 : PENUTUP
Bab ini | merupakan. penutup--dimana penulis berusaha
menyimpulkan temuan-temuan darli_pembahasan padddiab
sebelumnya. Selanjutnya, penulis.mencoba membesieaan-
saran.yang kiranya.dapat berguna untuk perkembakegiatan
perusahaan vyang-. bersangkutan maupun perbaikan untuk

penelitian selanjutnya.
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